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          Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan calon 
kepala daerah yang telah mendapatkan dukungan melalui jalur perseorangan untuk maju dalam 
Pilkada serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pemohon II 
adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten 
Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang mempunyai hak untuk memilih atau right to vote dan 
Ketua atau koordinator Tim Pengumpul KTP dukungan Calon Perseorangan H. Moh Kilat 
Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi di tingkat Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Bupati 
dan Wakil Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020. 

          Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai 
pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 terhadap UUD 1945,  maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo. 

         Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah calon kepala daerah di 
Kabupaten Bone Bolango dan Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah yang oleh karena 
adanya norma yang diuji menyebabkan masa jabatan kepala daerah menjadi tidak jelas. Dalam 
pertimbangannya, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon terlepas dari 
terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon pertentangan norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 
10/2016 dengan UUD 1945 dan menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan perkara          a quo.     

           Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah 
memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum tahapan pendaftaran dalam penyelenggaraan 
pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.  

           Terhadap permohonan provisi tersebut, menurut Mahkamah pengujian undang-undang 
bukanlah bersifat adversarial dan bukan interpartes melainkan menguji keberlakuan norma atau 
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ketentuan undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan 
tidak dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Disamping alasan tersebut Mahkamah harus tunduk 
pada ketentuan hukum acara dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang dimana 
Pemohon I sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, tidak terhalanginya hak konstitusionalnya untuk mendaftar sebagai calon dalam 
konstestasi pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan Pemohon II, dengan berlakunya 
norma a quo sama sekali tidak menghalanginya menjadi tim sukses dalam kontestasi dimaksud. 

           Bahwa alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi para Pemohon 
tidak beralasan menurut hukum.  

           Bahwa terkait pokok permohonan, dalil para Pemohon Pasal 7 ayat  (2) huruf  n  UU 
10/2016 sebagai masalah utama dalam permohonan a quo tidak memberikan rasa keadilan, 
sehingga dinilai bertentangan dengan asas proporsionalitas, menciptakan perlakuan yang tidak 
sama (unequal treatment) antar sesama pejabat yang mempunyai wewenang yang sama 
sehingga berpotensi dijadikan ruang penyelundupan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur 
waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti sehingga  dinilai bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945.  

 Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pada 
prinsipnya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berawal dari adanya kasus 
konkret terkait mekanisme penggantian kepala daerah in casu H. Abdul Haris Nadjamuddin yang 
menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Bone Bolango pada periode tahun 2010-2015. Pada saat 
itu, oleh karena H. Abdul Haris Nadjamuddin tersangkut perkara pidana sehingga diberhentikan 
sementara. Maka, secara administratif, untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang 
diberhentikan sementara, kewenangan kepala daerah dilaksanakan oleh wakil kepala daerah. 
Dalam kasus konkret di Kabupaten Bone Bolango periode tahun 2010-2015, wewenang Bupati 
dilaksanakan Wakil Bupati Hamim Pou (Pihak Terkait) sebagai Pejabat Bupati. Perkembangan 
selanjutnya, disebabkan Bupati H. Abdul Haris Nadjamuddin meninggal dunia pada tanggal 23 
Desember 2012 maka Wakil Bupati Hamim Pou, yang sebelumnya sejak Bupati H. Abdul Haris 
Nadjamuddin menjadi tersangka diangkat sebagai Pejabat Bupati, ditetapkan menjadi Bupati 
Bone Bolango definitif dan dilantik oleh Gubernur Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2013 atau 
hampir lima bulan setelah H. Abdul Haris Nadjamuddin meninggal dunia. Dengan penetapan 
Hamim Pou (Pihak Terkait) sebagai Bupati definitif berjarak sekitar lima bulan dari Bupati H. 
Abdul Haris Nadjamuddin berhalangan tetap (karena meninggal dunia) maka terhitung sejak 
tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2015 berakhirnya masa jabatan 
Bupati Kabupaten Bone Bolango Periode Tahun 2010-2015 sehingga Hamim Pou hanya 
menjalani masa jabatan selama dua tahun tiga bulan. Sementara itu, terdapat peristiwa konkret 
adanya jarak waktu sekitar lima bulan antara Bupati yang berhalangan tetap (karena meninggal 
dunia) dengan saat pelantikan sebagai Bupati definitif sehingga didalilkan oleh para Pemohon 
sebagai bentuk “penyelundupan hukum” karena ada indikasi pejabat Bupati dengan cara 
sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan dan/atau menjadi bupati pengganti, sehingga 
masa jabatan Wakil Bupati Hamim Pou sebagai Bupati Kabupaten Bone Bolango yang definitif 
menggantikan Bupati H. Abdul Haris Nadjamuddin menjadi kurang dari dua setengah tahun. 
Akibatnya, masa jabatan Hamin Pou selama dua tahun tiga bulan menjadi terhitung nol periode 
atau bukan satu periode sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 22/PUU-VII/2009.  

 Selain itu, menurut Mahkamah terkait dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 
10/2016 telah mengatur pembatasan periodesasi masa jabatan kepala daerah (baik Gubernur, 
Bupati maupun Walikota) adalah maksimal dua periode, secara normatif ketentuan dimaksud 
belum dapat menjawab perhitungan periodesasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat 
menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun. Pentingnya 
penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala 
daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan 
periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala 
daerah. Berkenaan dengan hal ini, dengan alasan, antara lain, agar adanya kepastian hukum 
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penghitungan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan masa jabatan 
kepala daerah yang  berhenti sebelum masa jabannya berakhir, Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mempertimbangkan sebagai berikut: 

 Menurut Mahkamah yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan 
periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang 
berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang 
dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat 
Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. 
Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan 
dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara 
penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak. Mahkamah menilai tidak adil apabila 
seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat 
setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa 
keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa 
setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah 
menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih 
masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. 

 Menurut Mahkamah, dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, 
substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah 
dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 
ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, 
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa 
jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, 
Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.  

Berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah 
berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, 
jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama 
setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali 
masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa 
sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai 
Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, 
Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak 
terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para 
Pemohon a quo.  

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah terkait dengan dalil para 
Pemohon perihal adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan kasus konkret yang 
dikemukakan oleh para Pemohon, dalil tersebut menurut Mahkamah adalah dalil yang bukan 
menjadi kewenangan Mahkamah untuk memberikan penilaian, mengingat penetapan 
seseorang yang diangkat menjadi pejabat Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah 
yang berhalangan tetap adalah merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan 
inkonstitusionalitas norma. Terlebih lagi, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf n berkaitan dengan 
syarat pencalonan maka secara yuridis pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan 
keberatan atau upaya hukum kepada lembaga yang ditentukan oleh undang-undang. 
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas 
norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum. 

 Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai 
berikut: 
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Dalam Provisi 

Menolak permohonan provisi para Pemohon 

Dalam Pokok Permohonan 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 

 


